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AYAT “Ihdinas Shiratal 
Mustaqim” (tunjukkanlah kami jalan 

yang lurus) terdapat dalam Surah 
Al-Fatihah ayat ke-6. Semua 
tafsir baik Tafsir Al-Mawardi, 
Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-

Qurtubi, Tafsir Jalalain, dan 
Tafsir Sayyid Qutb sepakat bahwa 

“Shiratal Mustaqim” adalah jalan 
menuju kebaikan, kebenaran, dan 

keselamatan di dunia dan akhirat.
Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa 

memohon petunjuk kepada Allah agar berjalan di jalan 
yang lurus, yang meliputi iman yang benar, 

Jalan Lurus
Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

Kasus Ini Janggal Buat Saya
Subuh 	 :	04:54 WIB
Zuhur	 :	12:14 WIB
Ashar	 :	15:36 WIB  Untuk kota Medan sekitarnya

19 JUMADIL AWAL 1446 H

Jadwal

Salat
Maghrib	 : 18:12 WIB
Isya	 : 19:25 WIB

Salat

­ Bersambung ke Hal 11
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ISTRI dari mantan 
Menteri Perdagangan 

Thomas Trikasih 
Lembong, Franciska 
Wihardja, menghadiri 

sidang lanjutan 
praperadilan di 

Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan, Rabu 
(20/11). Ia meyakini, 

sang suami tidak 
melakukan tindak pidana 
korupsi yang merugikan 
negara dalam kegiatan 

impor gula kristal 
mentah tahun 2015-

2016 sebagaimana yang 
dituduhkan Kejaksaan 

Agung.
“Saya tahu suami saya 

dan dia hanya mementingkan 
untuk kebaikan dan juga untuk 
masyarakat luas, karena dia itu 
benar-benar hanya mementing-
kan orang lain biasanya,” ujar dia 
usai sidang di PN Jakarta Selatan, 

Rabu (20/11).
Ia turut mengucapkan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang 
masih percaya kepada Tom Lem-
bong termasuk tim kuasa hukum 
yang mau memberikan pendamp-
ingan hukum.

“Saya hanya mau mengucap-
kan terima kasih atas dukungan 
semua dari penasihat hukum 
dan semuanya kami percayakan 
kepada Tuhan bahwa semua akan 
terkuak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Franciska turut menyampaikan 
kondisi terkini Tom Lembong 

yang pada saat ditetapkan sebagai 
tersangka dan ditahan mengalami 
shock atau terkejut.

“Beliau sehat-sehat saja dan 
seperti biasa dia memang disiplin 
ya. Jadi, makanya saya tahu dia 
itu sangat disiplin, meticulous 
(teliti), rapi. Apa pun yang dia 
tanda tangan itu selalu dibaca dan 
ditulis,” ucap dia.

“Dan semuanya rapi, 
catatannya, semuanya. Jadi, kalau 
misalkan dia (Kejaksaan Agung) 
bilang ada bukti 

Respon Istri Tom Lembong saat Hadiri Sidang Praperadilan

Hentikanlah!
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Medan, MIMBAR - 
Suara lembut ke alamat 
Rektor USU Prof Mury-
anto Amin (50), datang 

dari alumni fakultas 
hukum H Alamsyah 

Hamdani SH (67), yang 
ketika muda dikenal se-
bagai “singa penegakan 

hukum.”

Terlepas belakangan men-
jadi politisi Banteng, dan sempat 
menjadi anggota DPRD Sumut, 
sebagai alumni, “Bung Alam” 
--sapaan karibnya di kalangan 
kolega-- Selasa (20/11) kemarin 
bertutur pada KMU, “Kita sebagai 
alumni USU, (pasti) sayang sama 
Rektor (siapa pun figurnya).”

Ia sepertinya merujuk pada 
Prof Mury, sapaan Muryanto, yang 
berasal dari Fisip, 

ALAMSYAH HAMDANI INGATKAN REKTOR USU TERKAIT CAWE-CAWE PILKADA

Medan, MIMBAR - Guna 
memperkuat kemandirian 
pangan daerah, Polri bersama 
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara melaunching Gugus Tugas 

Ketahanan Pangan yang digelar 
di Lapangan belakang Mapolda 
Sumut, Rabu (20/11).

Jokowi-
Anies ‘Adu 

Kuat’
Medan, MIMBAR - Presiden 

ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) 
mantan Gubernur Jakarta Anies 
Baswedan mulai mengambil langkah 
politik mereka di Pilgub Jakarta 
2024. Jokowi turun ke gelanggang 
untuk memenangkan pasangan 
nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono 
pada Pilgub Jakarta 2024. Ia secara 
terbuka mendukung duet RK-Suswo-
no yang disokong Koalisi Indonesia 
Maju (KIM)

Dukungan terbuka Jokowi yang 
juga mantan Gubernur Jakarta 
ini disampaikan ketika bertemua 
para relawan dan RK di kawasan 
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 
(18/11) malam.

Irjen Karyoto 
Pastikan Kasus Firli 

Dituntaskan
Jakarta, MIMBAR - Kapolda Metro Jaya Irjen 

Karyoto merespons santai soal dugaan pemerasan eks 
Ketua KPK Firli Bahuri yang dianggap mangkrak dan tak 
kunjung tuntas.

Firli telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 No-
vember 2023. Artinya, dua hari lagi, genap satu tahun Firli 
menyandang status tersangka.

“Tenang saja, nanti selesai,” kata Karyoto di Polda 
Metro Jaya, Rabu (20/11).
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Polri dan Pemprovsu 
Launching Gugus Tugas 

Ketahanan Pangan
PERKUAT KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

DPR Minta Satgas Impor Dibubarkan
Jakarta, MIMBAR - Satuan tugas 

(Satgas) barang impor ilegal diminta untuk 
dibubarkan. Pasalnya, Satgas ini dianggap 
tidak mampu mengendalikan arus impor 
ilegal ke Indonesia.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI 
DPR RI, Darmadi Durianto, dalam rapat 
kerja bersama Menteri Perdagangan Budi 
Santoso, di Gedung Nusantara I, Komplek 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Darmadi menuturkan, Satgas Impor 
Ilegal ini sama sekali tidak efektif lantaran 
saat ini masih ada banyak produk impor 
ilegal yang masuk ke Indonesia secara 

WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA PIMPIN APEL SIAGA 
PENGAWASAN MASA TENANG PILKADA SERENTAK 2024 :

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat 
Bagja dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri Apel Siaga Pengawasan Tahapan 

Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di Lapangan Silang 
Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (20/11/2024). Apel diikuti anggota Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga provinsi se-

Indonesia. Kegiatan tersebut untuk menyiapkan kesiapsiagaan para anggota Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak 
2024. (Foto Liputan6.com)

Kapolda Sumut 
Irjen. Pol. Whisnu 
Hermawan Feb-
ruanto, Pj Gubsu 
Agus Fatoni, jaja-
ran Forkopimda, 
Kepala Kejaksaan 
Tinggi, Dan-
lantamal, serta per-
wakilan Pangdam I 
Bukit Barisan, me-
launching Gugus 
Tugas Ketahanan 
Pangan yang di-
gelar di Lapangan 
belakang Mapolda 
Sumut, Rabu 
(20/11).
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amal yang saleh, serta men-
jauhkan diri dari kesesatan 
dan kebatilan.

Ayat tersebut tentu su-
dah berulang kali kita baca 
ketika melaksanakan ibadah 
salat lima waktu sehari 
semalam, ditambah lagi 
salat-salat sunnah. Fenom-
ena membaca ayat “Ihdinas 
Shiratal Mustaqim” dalam 
ibadah tetapi tetap melaku-
kan tindakan yang menyim-
pang, tentu sangat menarik 
untuk kita cermati.

Banyak orang membaca 
ayat ini hanya sebagai ruti-
nitas ibadah tanpa memaha-
mi makna dan implikasinya 
dalam kehidupan. Mereka 
tidak menghayati bahwa 
permohonan kepada Allah 
untuk diberikan jalan yang 
lurus harus disertai upaya 
untuk menjauhi keburukan 
dan menegakkan kebenaran.

Membaca ayat ini ada-
lah bentuk doa, tetapi jika 
iman seseorang lemah, doa 
tersebut tidak memengaruhi 
perilaku dan kehidupan-
nya. Orang dengan iman 
yang lemah cenderung lebih 
mudah tergoda oleh hawa 
nafsu, godaan materi, atau 
kekuasaan.

Lingkungan  permisif 
terhadap kejahatan, sep-
erti korupsi, dan kejahatan 
lainnya dapat membuat 
seseorang sulit istiqamah 
di jalan lurus meskipun ia 
sering memohon petun-
juk kepada Allah. Dalam 
sistem yang rusak, tindakan 
menyimpang bisa dianggap 
normal, sehingga orang ter-
bawa arus meski ia mema-
hami pentingnya “Shiratal 
Mustaqim”

Ayat ini mengajarkan 
pentingnya mempraktikkan 
keimanan dalam kehidu-
pan sehari-hari. Namun, 
sebagian orang memisahkan 
antara ritual ibadah dengan 
moralitas sehari-hari. Islam 
mengajarkan bahwa iman 
harus diwujudkan melalui 
amal saleh dan akhlak yang 
baik, bukan hanya diucap-
kan dalam doa.

Rasulullah SAW menye-
butkan bahwa sifat munafik 
adalah salah satu penyebab 
utama seseorang bertindak 
menyimpang meskipun ia 
tampak religius. Munafik 
adalah orang yang menun-
jukkan keimanan di luar, 
tetapi hatinya tidak bersih 
dari kemunafikan.

Membaca “Ihdinas Shi-
ratal Mustaqim” seharusnya 
menjadi sarana untuk in-
trospeksi diri. Namun, jika 
seseorang tidak berusaha 
membersihkan hatinya dari 

penyakit seperti keseraka-
han, kebanggaan diri, dan 
cinta dunia yang berlebihan, 
maka doa tersebut tidak 
berdampak signifikan. Agar 
Ayat ini berdampak dalam 
kehidupan, harusnya mema-
hami makna Ayat dengan 
mendalam, meningkatkan 
kualitas iman dan taqwa. 

Dalam teori komunikasi, 
fenomena di mana manusia 
tidak menyadari atau tidak 
menginternalisasi apa yang 
diucapkan dan diamalkan, 
sehingga tidak membekas di 
hati, dapat dijelaskan mela-
lui berbagai perspektif. 

Beberapa teori berikut 
memberikan kerangka 
untuk memahami per-
ilaku ini: Teori Dissonansi 
Kognitif (Leon Festinger). 
Dissonansi kognitif terjadi 
ketika seseorang mengalami 
ketidakselarasan antara 
keyakinan, ucapan, dan 
tindakannya. Misalnya, 
seseorang membaca atau 
mengucapkan sesuatu yang 
benar, tetapi tindakan-
nya bertentangan dengan 
ucapannya. Ini menciptakan 
ketegangan psikologis. 
Untuk mengurangi dis-
sonansi, orang sering kali 
menyesuaikan pemikiran-
nya agar sejalan dengan 
tindakannya, meskipun itu 
salah, atau justru mengabai-
kan makna sebenarnya dari 
ucapannya.

Dalam konteks ini, 
orang mungkin membaca 
ayat-ayat suci atau mengu-
capkan nilai-nilai moral, 
tetapi jika tidak mengin-
ternalisasinya, mereka bisa 
memandangnya sebagai 
“formalitas” tanpa makna 
mendalam. Dissonansi ini 
menyebabkan ucapan dan 
amalnya tidak membekas 
di hati.

Teori Agenda Pribadi 
(Agenda-Setting dan Fram-
ing) Dalam teori komuni-
kasi massa, agenda-setting 
menjelaskan bagaimana 
perhatian seseorang dipen-
garuhi oleh apa yang diang-
gap penting oleh media 
atau lingkungan sosialnya. 
Di tingkat individu, orang 
sering memiliki “agenda 
pribadi” yang mengarahkan 
fokus mereka pada hal-hal 
tertentu. Jika seseorang 
lebih fokus pada pencapa-
ian duniawi (seperti harta, 
status, atau kekuasaan), 
maka meskipun ia men-
gucapkan kata-kata baik 
atau menjalankan ibadah, 
fokus tersebut tidak menjadi 
prioritas hatinya. Ucapan 
dan tindakan baik hanya 
menjadi formalitas, tidak 
sejalan dengan nilai-nilai in-
ternalnya. ***

Jalan Lurus
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yang menyatakan (Tom Lembong bersalah), 
wah aneh buat saya. Janggal gitu,” sambungn-
ya.

Tom Lembong bersama CS selaku Di-
rektur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum 
Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan 
korupsi importasi gula tahun 2015-2016.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut men-
imbulkan kerugian keuangan negara sebesar 
Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk 
waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa 
(29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Tom Lembong lantas menguji prosedur 
yang dilakukan Kejaksaan Agung melalui 
Praperadilan di PN Jakarta Selatan. Menurut 
Tom Lembong, penetapan tersangka dan pena-

hanan dirinya tidak sah karena bertentangan 
dengan hukum acara. Bahkan, menurut dia, 
perbuatan yang ia lakukan semasa menjadi 
Menteri Perdagangan merupakan ranah hukum 
administrasi negara, bukan tindak pidana.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Tump-
anuli Marbun mempersilakan Tom Lembong 
memberikan keterangan secara online dalam 
sidang Praperadilan besok, Kamis (21/11).
(cnni/js)

Kasus Ini...

Dari Halaman 1

Pada hari ini, Jokowi kembali bertemu den-
gan RK dalam acara pelantikan Perkumpulan 
Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera 
(Pujakesuma) DKI Jakarta di Padepokan Pencak 
Silat TMII.

Sementara Anies secara halus memberi sinyal 
mendukung Pramono Anung-Rano Karno. Anies 
telah menerima kunjungan Pram-Rano di kedia-
mannya di Jakarta pada (15/11) lalu.

Anies kembali bertemu dengan Pram-Rano 
hari ini. Kali ini, Anies mengajak para ulama 
dan habib untuk berkumpul bersama jagoan 
PDIP di Pilgub Jakarta 2024.

Namun, Anies hingga kini belum mengatakan 
secara gamblang bahwa dirinya mendukung 
Pram-Rano untuk memperebutkan kursi Jakarta 
1.

Lantas, siapa yang akan lebih kuat dalam 
memberikan pengaruh elektabilitas di Pilkada 
Jakarta 2024?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis 
Agung Baskoro menilai kerelaan Anies dan 
Jokowi turut terlibat dalam Pilkada Jakarta tak 
terlepas dari upaya tarikan paslon yang bersaing.

Ia menilai setiap paslon di Pilkada Jakarta 
saling berusaha meraih dukungan dari tokoh 
yang dianggap masih memiliki pengaruh di 
Jakarta.

“Setiap paslon baik Pram-Rano maupun 
RK-Suswono, membutuhkan ya arahan untuk 
menang, dan apapun resource ke arah sana akan 
dioptimalkan sebaik mungkin,” kata Agung, 
dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (19/11) 
malam.

Agung menjelaskan kebutuhan setiap paslon 
akan tokoh berpengaruh itu kemudian sejalan 
dengan kepentingan politik Anies dan Jokowi.

Ia menilai Anies dan Jokowi memiliki 
kepentingan agar gubernur dan wakil guber-
nur Jakarta 2024-2029 mampu menjembatani 
kepentingan politiknya pasca keduanya tak 
memiliki jabatan apapun.

“Apa kepentingannya bagi Anies, kita tahu 
dia butuh panggung, dia butuh kanal untuk 
menjalankan aspirasi politiknya di masa depan, 

dan sedikit banyak itu punya kemiripan dengan 
Pram-Rano atau partai pengusungnya PDIP,” 
ujar Agung.

“Sementara di sisi Pak Jokowi, ya sedikit 
banyak, dia punya basis di Jakarta, punya legacy 
di sana, dan apa arahan dan kepentingannya ya 
Pak Jokowi ingin memastikan punya peranan 
strategis juga di 2029 dalam konteks Jakarta,” 
sambungnya.

Kendati demikian, Agung mengatakan masih 
sulit untuk menilai di antara Jokowi dan Anies 
siapa yang memiliki kemampuan untuk men-
dongkrak elektabilitas lebih tinggi di Pilkada 
Jakarta.

Agung menyebut kemampuan Anies dan 
Jokowi dalam memberikan tambahan elektoral 
bagi RK-Suswono dan Pram-Rano sama-sama 
kuat.

Terlebih, kata dia, Anies dan Jokowi sama-sa-
ma pernah saling mengalahkan dalam pertarun-
gan politik sebelumnya. Agung menilai Anies 
berhasil mengalahkan Jokowi di Pilkada Jakarta 
2017, sementara Jokowi berhasil mengalahkan 
Anies di Pilpres 2024.

“Pengaruh kedua tokoh, baik Pak Jokowi 
maupun Pak Anies, sama-sama kuat karena kita 
ngomong Jakarta, dan itu sudah teruji ketika di 
pilkada jakarta 2017. Anies memenangkan per-
tarungan dengan berhasil mengalahkan jagoan-
nya Pak Jokowi terutama Pak Ahok,” tutur dia.

“Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa 
pilpres 2024, Pak Jokowi bersama Pak Prabowo 
berhasil mengalahkan Anies, walaupun selisihn-
ya tipis,” sambungnya.

Di sisi lain, Agung menilai Pram-Rano dan 
RK-Suswono tak bisa hanya mengandalkan 
dukungan Anies atau Jokowi untuk memper-
ebutkan kursi Jakarta 1.

Ia mengatakan Pram-Rano dan RK-Suswono 
tetap harus melakukan kampanye secara 
sistematis sesuai dengan psikologi pemilih di 
Jakarta.

Apalagi, kata dia, banyak pemilih di Pilkada 
Jakarta yang tak hanya mendasarkan citra atau 
figur semata dalam memilih sosok gubernur dan 
wakil gubernurnya

“Artinya apa, hanya memanfaatkan endorse 

dari king maker seperti Pak Jokowi, Pak Anies, 
tidak serta merta bisa langsung memenangkan 
Pilkada Jakarta, kenapa? Karena yang dihadapi 
adalah pemilih rasional Jakarta,” ujar dia.

Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic 
Arifki Chaniago menilai sukar untuk menentu-
kan apakah antara Jokowi dan Anies ada yang 
memiliki pengaruh elektabilitas lebih kuat di 
Pilkada Jakarta.

Arifki menilai Jokowi dan Anies memiliki 
ciri khas masing-masing yang membuat mereka 
juga memiliki ceruk pemilih yang berbeda dan 
harus bisa dimanfaatkan.

“Yang jelas kita enggak bisa membandingkan 
secara langsung Pak Jokowi lebih unggul atau 
mungkin Mas Anies lebih unggul,” jelas Arifki.

“Secara kontestasi Pilkada, dua figur ini 
sangat kuat. Pertanyaannya seberapa besar value 
mereka itu akan mengakar dalam mendongkrak 
elektoral,” sambungnya.

Meski begitu, Arifki menilai Anies dan 
Jokowi masih memiliki kesempatan untuk 
memperbesar sekaligus memberikan pengaruh 
elektabilitas mereka di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, Jokowi dan Anies dapat mem-
perbesar pengaruh elektabilitas mereka dengan 
semakin sering mengkampanyekan paslon 
dukungan mereka.

“Pertanyaannya itu tinggal seberapa mak-
simal kedua tokoh ini untuk meng-endorse 
dua paslon tersebut di Pilkada. Atau memang 
hanya satu kali pertemuan saja lalu selesai atau 
memang itu dinilai, dipersepsikan bahwa Pak 
Ridwan Kamil didukung oleh Pak Jokowi dan 
sedangkan Pram mendukung oleh Mas Anies,” 
ujar dia.

Di sisi lain, Arifki menilai pertarungan secara 
tidak langsung Anies dan Jokowi juga telah 
mengubah konstelasi politik Pilkada Jakarta.

Ia menyebut keterlibatan Jokowi dan Anies 
membuat perebutan kursi Jakarta 1 kecil 
kemungkinan hanya berjalan satu putaran.

“Karena kan ini ada isu yang (mengatakan) 
bahwa Pram (menang) satu putaran, sebelumnya 
itu udah dibilang RK satu putaran. Tapi dengan 
pergerakan hari ini tentu ada potensi dua puta-
ran,” ujar dia. (cnni/js)

Jokowi-Anies...
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Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sumut 
Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, 
Pj Gubsu Agus Fatoni, jajaran Forkopimda, 
Kepala Kejaksaan Tinggi, Danlantamal, serta 
perwakilan Pangdam I Bukit Barisan.

Kapolda Sumut menjelaskan, kegiatan ini 
bertujuan untuk mendukung ketersediaan pan-
gan di Sumut. Polda Sumut telah menyiapkan 
50 hektare lahan yang tersebar di berbagai 
lokasi untuk penanaman jagung dan budidaya 
ikan nila. “Kami berharap program ini dapat 

memperkuat ketahanan pangan di daerah ini,” 
ujar Kapolda, seraya mengajak masyarakat 
untuk mendukung penuh pelaksanaan program 
ini.

Selain itu, Kapolda juga menekankan 
pentingnya pengelolaan hasil panen yang 
berkualitas. “Kami akan bekerja sama dengan 
Forkopimda untuk memanfaatkan hasil panen 
ini, salah satunya untuk mendukung program 
pangan sehat di sekolah-sekolah,” tambahnya.

Pj. Gubernur Sumut, Agus Fatoni Hasibuan, 
mengungkapkan bahwa gerakan ini merupakan 
bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, 

TNI, dan Polri. “Kami akan memanfaatkan 
lahan-lahan kosong untuk memperkuat keta-
hanan pangan daerah,” ujarnya. Ia menegas-
kan bahwa Sumut harus bisa mandiri dalam 
memenuhi kebutuhan pangannya, sesuai arahan 
Presiden.

Kapolda Sumut, menambahkan bahwa 
keberhasilan program ini bergantung pada 
kolaborasi semua pihak. “Penyediaan pangan 
yang berkualitas dan bergizi harus menjadi 
prioritas. Kami akan terus mengembangkan 
program ini untuk mencapai ketahanan pangan 
yang berkelanjutan,” katanya. (bj)

Polri dan...
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beda dengan sejarah panjang USU sejak dires-
mikan Bung Karno pada Rabu, 20 November 
1957, yang bergantian dipimpin oleh 15 orang 
rektor alumni hukum, ekonomi dan kemudian 
kedokteran.  

Direktur LBH Medan periode 1990 - 1994, 
yang pernah terpaksa berpindah-pindah tempat 
demi menghindari penangkapan intelijen karena 
pernyataan kerasnya terhadap penguasa otoriter 
soal penegakan hukum dan HAM (hak asasi 
manusia), saat itu, kemarin justru memilih 
kalimat teduh, “Oleh sebab itu --kalau benar ada 
keterlibatan dalam cawe-cawe pilkada men-
dukung salah satu calon dalam pilgubsu-- dimo-
hon untuk segera hentikan.”

Politisi berdarah Melayu itu melanjutkan, 
“Sebab ada sanksi pidananya.”

Sebagai alumni cukup senior, ia pun 
memberi nasihat, “Kita harus(lah) beri con-
toh kepada mahasiswa dan masyarakat, 
bagaimana kita harus berdemokrasi. Contoh dan 
keteladanan memang harus muncul dari dunia 
kampus (dunia kaum terpelajar).”

Narasinya sangat sejalan dengan falsafah 

terkenal bapak pendidikan dan juga pahlawan 
nasional Ki Hajar Dewantoro: Ing ngarso 
sung tulodo (berposisi di depan, beri teladan), 
Ing madya mangun karso (di tengah, bangun 
motivasi), dan Tut wuri handayani (di belakang, 
berikan dorongan semangat).

INGATKAN SANKSI
Tetapi meski bertutur lembut, sikap 

konsistensinya tak hilang dari mengingatkan 
semua pejabat negara, pejabat daerah, ASN 
dan TNI/Polri untuk bersikap netral di Pilkada 
Serentak Rabu pada 27 November, pekan depan.

Jika, ketahuan berpihak atau melanggar, 
sanksi pidana pun menanti, sesuai Putusan 
Mahkamah Konstitusi No 136/PUU-XXII/2024 
yang baru saja disahkan, Kamis (14/11), hasil 
judical review atas Pasal 188 UU Nomor 1/2015 
tentang pilkada.

Dalam pasal itu, disebutkan pejabat dae-
rah, TNI/Polri, harus bersikap netral. Pasal 71 
pada UU yang sama, mengurai, para pelanggar 
dikenai sanksi kurungan penjara paling singkat 
1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda 
paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak 
Rp6 juta. Alamsyah mengisyaratkan, terutama 

bagi pejabat yang berkiprah di dunia terhormat 
seperti perguruan tinggi, keruntuhan reputasi 
akibat perilaku melawan netralitas, bisa lebih 
memalukan dan menyakitkan.

Sebagai bagian dari partai Banteng 
--Waketua Hukum PDIP Sumut-- Alamsyah me-
mastikan pihaknya melaporkan jika ada pejabat 
daerah, anggota TNI/Polri yang cawe-cawe 
supaya diproses secara hukum.

“Kami ingatkan, supaya kita semua patuh 
dengan putusan MK itu,” katanya --menurut 
medanbisnisdaily.

Terbaru, dilaporkan, pada Senin 18/11 
ratusan mahasiswa USU mendemo MAW 
(Majelis Wali Amanat) USU, meminta periksa 
Rektor Prof Mury atas dugaan keterlibatannya 
memanfaatkan kampus dan rumah dinas cawe-
cawe pilkada gubsu.

Sekretaris MWA Prof dr Guslihan Dasa 
Tjipta menjanjikan akan memanggi rektor, tetapi 
menegaskan pihaknya belum memiliki data apa 
pun tentang tuduhan pendemo.

Lagi pula, tak dapat memenuhi tuntutan 
penggantian rektor, karena hal itu sejatinya 
merupakan otoritas menteri pendidikan tinggi, 
bukan MWA. (A04/det/js)

Hentikanlah!
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masif. Bahkan nilai mencapai 800 juta dolar 
AS dari 2023 hingga Juni 2024.

“Satgas ini berarti kan enggak efektif, Pak. 
Satgas belum dibubarkan kan? Artinya enggak 
efektif, sementara ilegal impor lain kok bisa 
tidak masuk,” tegas Darmadi dalam rapat.

Legislator PDIP ini pun bertanya kepada 
pihak Kemendag tentang kendala yang diha-
dapi sehingga Satgas Impor Ilegal ini kesulitan 
dalam menangani impor ilegal.

“Padahal selisih harga tinggi, tekstil aja yang 
masuk. Apa kendala bapak dan masalahnya 
apa?” ucap Darmadi Durianto.

Satgas Impor Ilegal resmi dibentuk pada 19 

Juli 2024. Satgas ini bertujuan untuk mencipta-
kan langkah strategis dan pengawasan penan-
ganan masalah impor.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi 
adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi 
dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, 
alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah 
jadi lainnya.(rm/js)

Irjen Karyoto....
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Kini, Polda Metro Jaya dan 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI 
Jakarta justru digugat lantaran 
tak kunjung merampungkan 
kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan 
ke Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan oleh Lembaga 
Pengawasan, Pengawalan, dan 
Penegakan Hukum Indonesia 
(LP3HI) serta Masyarakat Anti 
Korupsi (MAKI) dan terdaf-
tar dengan nomor 116/Pid.
Pra/2024/PN JKT.SEL.

Terkait gugatan ini, Karyoto 
pun merespons santai dan tak 
banyak berkomentar.

“Enggak apa-apa, dia kalau 
enggak gitu, enggak terkenal 
itu,” ucap dia.

Polda Metro Jaya sebelumn-
ya menetapkan Firli sebagai 
tersangka kasus pemerasan 
terhadap eks Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo pada 22 
November 2023.

Dalam kasus ini, pensiunan 
jenderal bintang tiga Polri 
itu diduga melanggar Pasal 
12 e dan atau Pasal 12 B dan 
atau Pasal 11 UU Tipikor 
juncto Pasal 65 KUHP dengan 
ancaman maksimal hukuman 
penjara seumur hidup.

Setelah hampir setahun 
berstatus tersangka, tak ada 
perkembangan berarti dalam 
proses penyidikan yang dilaku-
kan Subdit Tipidkor Ditreskrim-
sus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali 
mengirimkan berkas perkara 
ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
DKI Jakarta dan dua kali pula 
dikembalikan karena dinilai 
belum lengkap.

Firli tercatat sempat kembali 
dipanggil untuk diperiksa guna 
melengkapi berkas perkara 
sesuai petunjuk jaksa. Namun, 
dua kali ia tak hadir.

Di sisi lain, penyidik Subdit 
Tipidkor Ditreskrimsus Polda 
Metro Jaya turut mengusut dua 
perkara lain yang juga menjerat 
Firli.

Yakni terkait dugaan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU) 
dan dugaan pelanggaran Pasal 
36 juncto Pasal 65 Undang-
Undang (UU) Nomor 30 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 19 Tahun 
2019 tentang KPK.

Terkait kasus dugaan 
pelanggaran UU KPK, penyidik 
telah melakukan gelar perkara 
dan meningkatkan statusnya ke 
tahap penyidikan. (cnni/js)

Irjen Karyoto....

Tersangka Korupsi APD Beli Pabrik Air Minum
PAKAI UANG KORUPSI

Jakarta, MIMBAR - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan 
salah satu tersangka korupsi pengadaan alat 
pelindung diri (APD), Direktur Utama PT 
Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo membeli 
pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) 
seharga Rp60 miliar.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menye-
but Satrio baru membayar sekitar Rp15 miliar 
yang diduga memakai uang dari korupsi APD 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut.

“Untuk harga pembelian pabriknya yang 
disepakati Rp60 miliar namun yang dibayarkan 
baru Rp15 miliar, di mana sumber dananya di-
duga berasal dari kasus korupsi APD tersebut,” 
kata Tessa, Rabu (20/11), dikutip dari Antara.

Tessa mengatakan, penyidik mendalami 
keberadaan pabrik air minum kemasan yang 

terletak di wilayah Bogor lewat salah satu saksi, 
pengusaha Agus Subarkah.

Terkait apakah pabrik tersebut akan disita 
oleh penyidik, Tessa mengatakan ada beberapa 
opsi yang bisa diambil oleh penyidik dalam 
penanganan terhadap aset yang diduga berasal 
dari tindak pidana korupsi.

“Itu tergantung penyidik, karena kembali 
lagi, apakah pabriknya yang akan disita atau 
uangnya saja, itu melihat situasi di lapangan 
seperti apa,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan korupsi APD 
tersebut, KPK telah menetapkan tersanga dan 
melakukan penahanan terhadap tiga orang 
yakni mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Budi Sylvana.

Kemudian Direktur Utama PT Energi Kita 
Indonesia, Satrio Wibowo dan Direktur Utama 
PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik.

Perkara yang menjerat tiga tersangka 
tersebut bermula pada Maret 2020 ketika PT 
Permana Putra Mandiri (PPM) dan PT Energi 

Kita Indonesia (EKI) menjadi distributor APD.
Kedua perusahaan itu melakukan kerja 

sama dengan Kemenkes dan BNPB. Ber-
dasarkan audit dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
negara disebut mengalami kerugian sejumlah 
Rp319.691.374.183,06 (Rp319 miliar).

Tim penyidik KPK telah melakukan serang-
kaian pemeriksaan saksi-saksi dan penggele-
dahan untuk melengkapi berkas perkara para 
tersangka dimaksud. (cnni/js)


